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ABSTRAK 

Untuk mengetahui kesesuaian atau dapat tidaknya mengenai keadaan harta kekayaan 

Badan Usaha Milik Negara terkait perbedaan yang terjadi pada peraturan antara 

Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah No. 72 

tahun 2016 & konsistensi pengaturan Peraturan Pemerintah 72 tahun 2016 dengan 

Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang sesuai dengan prinsip dan tujuan 

pengaturan. Adapun jenis penelitian yang terkandung di dalam penulisan jurnal ini 

memakai metode penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum ini 

menempatkan hukum menjadi suatu bangunan sistem norma terkait asas – asas, 

norma, kaidah dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, perjanjian 

serta doktrin dilakukan dengan meneliti suatu bahan kepustakaan. Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 sebagai dasar pembentukan pada holding 

ataupun penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki 

pertentangan kepada beberapa Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang 

Badan Usaha Milik Negara dan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat  sebagai 

lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi anggaran dan tentunya fungsi 

suatu pengawasan. Maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 tidaklah 

sesuai terhadap norma yang telah diatur di dalam Undang – undang Badan Usaha 

Milik Negara. Apabila dilihat dari norma tentunya bertentangan dan dapat 

menyebabkan suatu dampak kepada posisi Badan Usaha Milik Negara yang menjadi 

alat negara dan di posisi bisnis. Adapun saran dalam melakukan suatu perubahan di 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 atau mengubah terlebih dahulu 

Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara. 

Kata Kunci : Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dan Harta Kekayaan. 
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ABSTRACT 

To find out whether or not the state-owned enterprises' assets are in conformity with 

the differences in the regulations between the Law on State-Owned Enterprises and 

Government Regulation no. 72 of 2016 & consistency of regulation of Government 

Regulation 72 of 2016 with the Law on State-Owned Enterprises in accordance with 

the principles and objectives of the regulation. The type of research contained in the 

writing of this journal uses normative legal research methods. In this legal research, 

placing the law into a building system of norms related to principles, norms, rules of 

statutory regulations, court decisions, agreements and doctrines is carried out by 

examining a library material. Government Regulation Number 72 of 2016 as the 

basis for the formation of holding or merging State-Owned Enterprises (BUMN) 

which has conflict with several Laws Number 19 of 2003 concerning State-Owned 

Enterprises and does not involve the House of Representatives as a people's 

representative institution that has the function budget and of course a supervisory 

function. So Government Regulation Number 72 of 2016 is not in accordance with 

the norms that have been regulated in the Law on State-Owned Enterprises. When 

viewed from the norm, it is certainly contradictory and can cause an impact on the 

position of State-Owned Enterprises which are instruments of the state and in 

business positions. As for suggestions in making a change in Government 

Regulation Number 72 of 2016 or first changing the Law on State-Owned 

Enterprises. 

Keywords: State-Owned Enterprise Law, Government Regulation Number 72 

of 2016 and Assets. 
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